PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan
mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajiban. Di samping itu sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap
penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan wusaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah
peresapan dari istilah Corporate Social Responsibility atau yang lazim
disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai
negara. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah
sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi
kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan
tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang
mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran
global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip
bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP
sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP,
antara lain:

a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah
dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku
unsur lingkungan perusahaan (business environment);

b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan
investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen
maupun sebagai penanam modal,

c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan

b. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi
modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai
kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban
yang bersifat etis.
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Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang
boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha.
Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber
daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat
dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi
perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya
kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas dan lingkungan.
Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi trend global seiring dengan
semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.
Selain sebagai wujud penerapan prinsip good corporate governance TJSLP
juga, merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan
memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat
investasi dan keberlanjutan perusahaan. TJSLP dimaksudkan juga untuk
melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan
pihak tidak berwenang. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk
perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial
ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan
keterpencilan. Bagi Pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk
menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah
dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan
berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola
hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki
pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu
daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip
Corporate Social Responsibility dari United National Global Compact dan
Acuan Social Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh
International Organization for Standardization (ISO) bulan September 2004
yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai
implementasi TJSP (termasuk lingkungan) dalam sustainable report,
terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting
Initiative (GRI), yaitu (1) strategi dan profil TJSLP, (2) pendekatan
manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar
mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSLP dalam sustainability
report.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.



Pasal 5

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah
asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara,
berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-
luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup
masyarakat yang luas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang
mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara
bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah keterlibatan
dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai
tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program
kegiatan.
Yang dimaksud dengan “asas aspiratif” adalah harapan dan
tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan
pada masa yang akan datang.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya
untuk melaksanakan TJSLP dengan mendorong, memberikan
motivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan
potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
pelaksanaan TJSLP.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas
yang secara terencana mengupayakan berjalannya TJSLP
guna menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala
aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan
datang.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan”
adalah pelaksanaan TJSLP yang dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.



Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah
pelaksanaan TJSLP yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kemajuan dan
kesatuan ekonomi daerah dan nasional” adalah asas yang
berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah
dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip kesadaran umum”
adalah proses penghayatan atau pengetahuan yang
penuh dari masyarakat/individu terkait dirinya sendiri
dan lingkungannya yang memerlukan suatu persepsi
dari dalam diri dan luar lingkungan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip kepedulian” adalah
sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain
atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan
memahami masalah serta kesusahan orang lain yang
diwujudkan dengan membantu berupa dukungan
materi maupun non materi.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah
adanya hubungan setiap bagian sehingga secara
keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata
maupun realita yang ada.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip kepatuhan hukum”
adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam
sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.
Yang dimaksud dengan “prinsip etika bisnis”
adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis
yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan
individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian”
adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri
secara aktif dan kebebasan untuk mengambil

keputusan, penilaian, pendapat dan
pertanggungjawaban.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip keberpihakan” adalah
hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat.



Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah
adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha
menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan
dan pengembangan Dberkelanjutan oleh usaha
menengah dan/atau besar dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan atau perihal hubungan/jalingan
kerjasama sebagai mitra.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip inisiasi” adalah
sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan
langkah atau upaya yang menimbulkan dampak
positif di masyarakat.

Hurufi

Yang dimaksud dengan “prinsip mutualistis” adalah
mampu membentuk kemitraan (net working) yang
saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi”
adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua
dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinatif” adalah
bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi
untuk mencapai ketertarikan hubungan antara
perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen yang sehat”
adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat
pertumbuan modal, aset, volume usaha atau dari segi
keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas
mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah profesi
yang memerlukan kepandaian khusus untuk
menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan
tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara
mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang
digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan
menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas
tentang tanggung jawab sosial.



Pasal 7

Huruf d
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah
penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannnya
dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang
ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah kemampuan
untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang
baru. Yang dimaksud dengan “inovatif” adalah bersifat
memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinilai
dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika
dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “program pembangunan
dan/atau perbaikan yang berkelanjutan” adalah
program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni dalam berkarya dan berkehidupan
bermasyarakat.

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kemitraan
yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil
dan mikro yang ditandai dengan adanya
kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan
antara pelaku usaha besar, menegah, kecil dan mikro
baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah
maupun swasta.
Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak-pihak
lain dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Negara
lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan
kedudukan dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kemitraan
yang seimbang antara usaha besar, menengah, kecil
dan mikro yang ditandai dengan adanya
kemitraan/kerjasama yang saling menguntungkan
antara pelaku usaha besar, menegah, kecil dan mikro
baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah
maupun swasta.

Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak-pihak
lain dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Negara
lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan
kedudukan dan saling menguntungkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan
pelayanan perizinan dan/atau insentif adalah dukungan
dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam
rangka mendorong peningkatan penanaman modal
untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman
modal di daerah.
Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan
penanaman modal berupa:
1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman

modal;

2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. penyediaan lahan atau lokasi;
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4. pemberian bantuan teknis; dan
S. percepatan pemberian perizinan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
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